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MOTTO 

 

Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan 

bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. 

 

(QS. An-Nur: 52) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), pemerintah maupun masyarakat sebagai 

perseorangan maupun badan hukum merupakan pelaku pembangunan nasional, 

khususnya pada bidang ekonomi. Demi mempertahankan kesinambungan 

pembangunan tersebut, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit karena 

semakin meningkatnya pembangunan, semakin besar pula kebutuhan akan dana. 

Dalam setiap perjanjian selalu ada risiko yang mungkin akan timbul di 

kemudian hari, terutama dalam perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) 

dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Mengingat 

pentingnya dana kredit dalam pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan 

penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui 

suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum.
1
 

                                                             
1
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 4. 



2 

 

 

 

Selain untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, lembaga hak 

jaminan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(UUD NRI) 1945. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyatakan dalam buku 

karangannya:
2
 

“Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang 

meminta perhatian serius dalam pembinaan hukum diantaranya yaitu 

lembaga jaminan karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan 

diiringi dengan perkembangan kebutuhan akan kredit dimana pemberian 

fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit.”  

 

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT menyatakan: 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain.” 

 

Hak Tanggungan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para 

pihak yang ingin memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah sebagai jaminan atas utangnya. Prof. Budi Harsono mengartikan 

Hak Tanggungan sebagai:
3
 

                                                             
2
 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 1. 
3
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria, 

Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 24. 
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“Penguasaan hak atas tanah berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat 

sesuatu terhadap tanah yang dijadikan agunan tetapi bukan untuk dikuasai 

secara fisik dan digunakan sendiri, melainkan untuk menjualnya jika debitor 

cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruh atau sebagian untuk 

membayar lunas utang debitor kepadanya.” 

 

Objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 

angka 1 UUHT adalah hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu hak milik, hak 

guna usaha, dan hak guna bangunan. Namun, dalam perkembangannya, objek 

Hak Tanggungan selain ketiga hak atas tanah tersebut diatas, ditambah dengan 

hak pakai atas tanah negara dan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil 

karya yang telah ada maupun yang baru akan ada kemudian yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah tersebut. Oleh karena itu, objek Hak Tanggungan 

berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUHT yaitu: 

1. Hak Milik; 

2. Hak Guna Usaha; 

3. Hak Guna Bangunan; 

4. Hak Pakai atas Tanah Negara; 

5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada 

maupun yang baru akan ada kemudian yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah. 

Dapat disimpulkan bahwa objek jaminan Hak Tanggungan merupakan benda 

tidak bergerak yang dalam hal ini yaitu tanah. Tanah berperan penting dalam 
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rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Para pelaku pembangunan 

seringkali memilih jalan untuk memperolehnya melalui kegiatan perkreditan. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, kredit adalah: 

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

 

Filosofi pemberian kredit oleh bank yaitu demi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
4
 Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko berupa kegagalan 

ataupun kemacetan dalam proses pelunasannya yang dapat mempengaruhi 

keamanan dana masyarakat yang ada pada bank. Oleh karena itu, bank 

mengantisipasinya dengan pemberian jaminan. Pada umumnya, pihak bank 

selaku kreditor akan terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi jaminan 

dalam pemberian kredit untuk mempermudah pihak bank untuk melakukan 

eksekusi jika pihak penerima kredit atau debitor wanprestasi.
5
 Dalam pemberian 

kredit, bank dapat menerima jaminan Hak Tanggungan atas benda-benda tidak 

bergerak. 

Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus diawali dengan perjanjian pokok 

yaitu perjanjian utang piutang dan kemudian dibuat perjanjian Hak Tanggungan 

                                                             
4
 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2016, hlm. 311. 
5
 Aristamaya Widyasari, Skripsi: “Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pemberian 

Kredit Tanpa Jaminan” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 3. 
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sebagai perjanjian tambahan (accessoir). Berdasarkan ketentuan dalam 

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUHT: 

“Sesuai dengan sifat accesoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah 

merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan 

hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.”  

 

Pemberian Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 

UUHT. Dalam ketentuan Pasal 10 UUHT diatur tata cara pemberian Hak 

Tanggungan secara langsung, sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 UUHT diatur 

pemberian Hak Tanggungan secara tidak langsung, yaitu melalui penerima 

kuasa.
6
 Pemberian Hak Tanggungan secara langsung diawali dengan perjanjian 

pokok utang piutang, dibuatkan perjanjian Hak Tanggungan sebagai perjanjian 

tambahan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan 

peraturan-perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan paling lambat tujuh hari setelah 

penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan 

dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Selanjutnya, 

berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUHT, pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan 

                                                             
6
 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 

146. 
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dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak 

Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang 

bersangkutan. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh 

setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi 

pendaftarannya dan disebut juga tanggal lahirnya Hak Tanggungan. Sebagai 

bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak 

Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUHT, Sertifikat Hak Tanggungan 

tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang menunjukkan 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.
7
 

Lain halnya jika pemberi Hak Tanggungan berhalangan hadir pada saat 

pemberian dan penandatanganan Hak Tanggungan, maka pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan secara tidak langsung. Pemberi Hak Tanggungan dapat 

memberikan kuasanya kepada pihak lain dengan akta otentik yang dibuat 

dihadapan notaris atau PPAT yang kemudian disebut Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan (SKMHT).
8
  

                                                             
7
 Salim HS, Op. Cit, hlm. 184. 

8
 Arie Hutagalung. Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di 

Indonesia. “Jurnal Hukum dan Pembangunan”. Tahun ke-38 No.2, April-Juni 2008. Hlm. 6. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUHT, syarat SKMHT sebagai 

berikut: 

 “a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan 

    b.  Tidak memuat kuasa substitusi 

c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas kreditor, nama dan identitas debitor apabila debitor 

bukan pemberi Hak Tanggungan.” 

        

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUHT, SKMHT tidak dapat ditarik 

kembali ataupun berakhir oleh sebab apapun kecuali jika kuasa tersebut telah 

dilaksanakan atau jika telah habis jangka waktunya. Jangka waktu SKMHT 

diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUHT ayat (3) sampai dengan ayat (6): 

“…(3) SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti 

dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah 

diberikan. 

(4) SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti 

dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah 

diberikan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 

berlaku dalam hal SKMHT untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang 

ditentukan sebagaimana pada ayat (3) atau ayat (4) atau waktu yang 

ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 

batal demi hukum.” 
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Penetapan batas waktu keberlakuan SKMHT tersebut berdasarkan ketentuan 

Penjelasan Pasal 15 ayat (6) UUHT yaitu untuk mencegah berlarut-larutnya 

waktu pelaksanaan kuasa tersebut. Dalam ketentuan Pasal 15 UUHT tersebut 

terdapat pengecualian mengenai jangka berlakunya SKMHT yaitu pada ayat (5) 

yang mengecualikan SKMHT untuk menjamin kredit tertentu seperti kredit 

program, kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit sejenis tidak 

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) karena akan 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 

selanjutnya, kredit yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). 

Prosedur pemberian jaminan Hak Tanggungan wajib dilakukan dengan 

pembuatan APHT. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 15 

UUHT “Hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberi Hak 

Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan penggunaan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.” Dalam perjanjian KPR dengan 

jaminan Hak Tanggungan, pada umumnya para pihak hanya membuat SKMHT, 

hal ini didasarkan karena objek Hak Tanggungan baru akan ada, yaitu berupa 

rumah yang baru akan dibeli dengan KPR tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, jangka waktu SKMHT untuk menjamin pelunasan 

KPR diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
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Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-

Kredit Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.  

Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tersebut diatas 

menentukan bahwa SKMHT untuk menjamin perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok. Jadi, sepanjang 

perjanjian KPR berlangsung, SKMHT tersebut tetap berlaku tanpa dibuatkan 

APHT.  

Dengan semakin lamanya jangka waktu KPR sebagai perjanjian pokok, maka 

semakin lama pula keberlakuan SKMHT yang digunakan untuk menjamin 

pelunasannya, akan timbul permasalahan jika selama perjanjian berlangsung, 

debitor melakukan wanprestasi dan kreditor hanya memegang SKMHT yang 

belum mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilakukan eksekusi terhadap 

objek Hak Tanggungan tersebut dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian 

bagi pihak kreditor. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan ditulis penelitian hukum 

dengan judul ANALISIS PENETAPAN BATAS WAKTU SURAT KUASA 

MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM 

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan hukum SKMHT dalam perjanjian KPR yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 22 Tahun 2017 

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 UUHT? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika debitor wanprestasi dalam 

perjanjian KPR sedangkan kreditor hanya memegang SKMHT? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum SKMHT dalam perjanjian KPR yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 22 Tahun 

2017 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 UUHT. 

2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul jika debitor wanprestasi dalam 

perjanjian KPR sedangkan kreditor hanya memegang SKMHT. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hak Tanggungan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi tambahan bahan bagi praktisi hukum 

untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaminan Hak 

Tanggungan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. 

E. Ruang Lingkup 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan 

yaitu mengenai penetapan batas waktu SKMHT dalam perjanjian KPR  dan 

kaitannya dengan Pasal 15 UUHT serta akibat hukum yang timbul jika debitor 

wanprestasi dalam perjanjian KPR sedangkan kreditor hanya memegang 

SKMHT. 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori-teori berdasarkan  

dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah dalam menemukan 

jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Perjanjian 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Setiawan mengatakan dalam bukunya: 
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”Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.”
9
 

 

Perjanjian yang dibuat antar para pihak memiliki kekuatan sebagaimana 

yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya.” Maka setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki 

kekuatan mengikat setara dengan mengikatnya undang-undang. Begitu pula 

dalam bidang perkreditan yang dalam hal ini yaitu KPR yang diberikan oleh bank 

dengan diawali oleh perjanjian dan umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian 

tertulis.
10

 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar dapat 

mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera. Perlindungan 

hukum ditujukan bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali demi 

tercapainya keadilan sosial. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, “perlindungan 

hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya.”
11

 

                                                             
9
 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm. 4. 

10
 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2010, hlm. 141. 
11

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55. 
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Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang selalu menuntut 

terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya, dana merupakan kebutuhan pokok 

untuk menunjang tetap terlaksananya pembangunan. Dengan semakin tingginya 

kebutuhan akan dana, maka semakin meningkat risiko yang dapat timbul dan 

merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut melatarbelakangi 

lahirnya lembaga hak jaminan yang dalam hal ini yaitu jaminan Hak Tanggungan 

yang melindungi pihak penyedia dana dalam hal ini kreditor jika pihak penerima 

dana atau debitor cedera janji. 

 

3. Teori Pengikatan Jaminan 

Perjanjian pembebanan jaminan merupakan perjanjian tambahan (accessoir), 

sehingga dalam proses pengikatan jaminan didahului dengan adanya perjanjian 

pokok yang merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari 

lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Kemudian, diikuti 

dengan perjanjian pembebanan jaminan sebagai perjanjian tambahannya.
12

 

Dalam penulisan ini, perjanjian pembebanan Hak Tanggungan merupakan 

perjanjian tambahan dari perjanjian KPR, sehingga proses pengikatan jaminan 

Hak Tanggungan dilakukan setelah dibuatnya perjanjian KPR. 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Salim HS, Op.Cit, hlm. 30. 
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4. Teori Wanprestasi 

Dalam setiap perjanjian selalu ada risiko yang dapat terjadi di kemudian hari. 

Perjanjian kredit biasanya disertai dengan jaminan. Namun, adanya jaminan tidak 

menutup kemungkinan pihak debitor melakukan wanprestasi  karena jaminan 

diadakan untuk melindungi pihak kreditor dari kerugian yang akan dialaminya 

jika debitor wanprestasi. Prof. Subekti menyatakan dalam buku karangannya:
13

 

“Seorang debitor dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi 

kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak 

sesuai dengan yang diperjanjikan.” 

 

Dalam perjanjian KPR yang dijaminkan dengan jaminan Hak Tanggungan, 

jika debitor melakukan wanprestasi, objek dari Hak Tanggungan tersebut akan di 

eksekusi agar kreditor dapat mengambil pelunasan atas piutangnya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Menurut 

Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal 

merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini 

berdasarkan peraturan hukum tertulis atau bahan hukum lain.”
14

 Jhonny 

Ibrahim menambahkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan prosedur 

                                                             
13

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1984, hlm. 147. 
14

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004, hlm. 14. 
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penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari 

perspektif normatif.
15

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini diantaranya:
16

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang 

undangan yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam penelitian. 

Pendekatan ini berguna untuk mempelajari adakah kesesuaian antara undang-

undang yang satu dengan undang-undang lain yang dalam penulisan ini yaitu 

UUHT dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu 

Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin 

Pelunasan Kredit Tertentu. 

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami filosofi suatu aturan 

dari waktu ke waktu untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi 

yang melandasi suatu aturan hukum.
17

 Dalam hal ini yaitu aturan mengenai 

                                                             
15

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Byumedia, 2006, 

hlm. 47. 
16

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133. 
17

 Rachmad Baro, Penelitian Hukum Doktrinal, Makassar: Indonesia Prime, 2017,  hlm. 166. 
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penetapan batas waktu penggunaan SKMHT pada Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang Nomor 22 Tahun 2017 dikaitkan dengan UUHT. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga bahan hukum 

yang digunakan bersumber dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; 

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan 

Kredit-Kredit Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 22 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder berguna untuk memberikan petunjuk bagi penulis 

dalam menyusun penelitiannya. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku 

hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, pendapat ahli hukum, artikel-

artikel yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier ini merupakan bahan hukum penunjang yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi 

abstraksi perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan 

bahan lain di luar bidang hukum seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik.
18

 

 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, sehingga  

metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi 

kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, 

jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian 

ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau 

                                                             
18

 Rachmad Baro, Op. Cit, hlm. 117. 
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hitungan lainnya.
19

 Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis secara 

kualitatif untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang 

dibahas. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan ditarik dari ketentuan-ketentuan yang di analisis dengan 

penalaran deduktif yang didahului oleh penalaran bersifat umum hingga ke 

permasalahan konkret.
20

 Pembahasan umum dijabarkan dengan bentuk aturan 

nyata hingga mengarah kepada hal yang lebih khusus untuk menemukan jawaban 

atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 80. 
20

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 11. 
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